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ABSTRAK

penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam
mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna
mendukung cipta kerja;

penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang
merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian
hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan
kualitas layanan;

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU
No.6 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya
disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan
berbasis risiki yang diperoleh dari hasil analisi risiko setiap kegiatan usaha.
Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan
pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change
managementl dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan
Berusaha (business process reengineeing) serta memerlukan pengaturan (re-
design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam Perizinan Berusaha secara
elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanan penerbitan Perizinan
Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha
wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan
Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang
harus dilakukan Pengawasan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
penyelenggaraan PBBR. Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi:
persyaratan dasar; PB; PB UMKU; norma, standar, prosedur, dan kriteria; layanan
Sistem OSS; Pengawasan; evaluasi evaluasi dan reformasi kebijakan; pendanaan;
penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan sanksi.



CATATAN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

a. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 201l tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

c. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama
4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

d. Sistem OSS dan Sistem Indonesia National Singte Windou wajib disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 4 (empat) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

e. terhadap pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor,
impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan
impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan melalui Sistem Indonesia
National Single Window maka proses pemberian perizinan dilakukan melalui sistem
elektronik pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal
5 Juni 2025;



